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: PR Abstrak _ :
'Sejak perubahan pertama Undang Undang Dasar Negara Repubhk_ o

" Indonesia Tahun 19457 ‘Kekuasaan membentuk undang- undang
~dipegang: o_l"h”DPR sebelumnya Presidenclah yang-memegang. - -

kekuasaan membentuk undang- undang Perubahan tersebut =

":-".'merupakan ‘kohsekuensi dari’ prigsip” ‘kedaulatan rtakyat dan’ -

_pemisahan kekuasaan dengan prinsip” ‘checks and balances. Karena
itu Undang-Undang Dasar menentukan: pula bahwa - mes,‘mpun
kekuasaan membentuk. undang-undang dipegang oleh DPR; namun

“setiap rancangan undang-undang dibahas oleh. DPER dan Premden
. untuk mendapat persetujuan bersama”. Perananundang-undang dalam
negara hukum yang mengikuti tradisi civil law sangat penting dalam
penyelenggaraan Tiegara. Set1ap aktnntas penye}enggaraan negara
harus berdasarkan-dan:dapat dipertanggungjawabkan pada undang- -
undang sebagai peraturan tertulis yang mengikat secara umum yang
dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Mengingat
semakin kompleksnya penyelenggaraan negara di.masa vang akan
datang, semakin banyak pula persoalan yang perlu diatur dengan
undang-undang yang responsif terhadap dinamika kehidupan
masyarakat. Dalam praktik perancangan undang-undang yang
mehputl penyiapan, pengolahan, dan perumusan rancangan undang-
undang, pada umumnya dilaksanakan oleh biro hukum atau satuan
kerja yang menyelengarakan fungsi di bidang peraturan perundang—
undangan pada lembaga pemrakarsa, untuk selanjutnya diproses sesuai
dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk
menghasilkan rancangan undang-undang yang memenuhi
persyaratan filosofis, yuridis, sosiologis dan teknis penyusunan
rancangan undang-undang, setiap perancang perlu memahami prinsip
dasar.perancangan undang-undang.

Kata kunci: prinsip checks and balances, tradisi civil laiwr, memahami
' prinsip dasar perancangan undang-undang

Abstract

Since the first amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia
Year 1945 the power in making laws is held by House of Representatives,
previously the Executive is responsible for that job. The amendment is a
consequence of the principle of people sovereignty and the separation of
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powers-with.the principle .of checks and: balances. Because of that, the
Constitution alse determined that although the power in making laws is
held by the House of Representatives, but “any drafts discussed by the
Parliament and the President for approval together”. The role of law in
countries that follow the tradition of civil law is very important for a state
enforcement. Each state enforcement activities must be based and
accountable fo the law as written. rules that binding in general which
established by Parliament with the approval the President. Considering the
complemty of state administration in.the future, then the more problems
that need to be. regulated by laws that are responsive to the dynamics of
cormmunity life. In the law/ legislation desxgn practice that cover preparatzon
processing, and formulation of drafts is held by legal division or work vnits
that organizes the functions in the field -of legislation to the initiator,
subsequently pracessed in accordance with the procedures to establish laws
and regulations. To produce a bill that meets the requirements in
philosophical, juridical, sociological and technical preparation of drafts,
every Iegal drafter needs to understand the basic pnnczples of legal drafting.
Keywords. checks and balances prmczples civil law tradztzon

- understandmg the basic principle of legal drafting -

A, Pendahuluan

Pembentukan undang—undang merupakan suatu proses
yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan,
teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan
pengundangan, dan penyebarluasan. Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan {UU No. 10/2004) sebagai pelaksanaan Pasal 22A
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengatur secara komprehensif tata cara pembentukan
peraturan perundang-undangan. UU No. 10/2004 tersebut
telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya, antara
lain Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 antara
lain ditentukan bahwa “kegiatan perancangan yang meliputi
penylapan, pengolahan, dan perumusan rancangan undang-
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menyelenggarakan fungsi-di.bidang peraturan perundang:.
undangan pada lembaga pemrakarsal.. .. .. : R
_ ‘Dalam kegiatan perancangan dﬂlbatkan pejabat yang
belwenang mengambll keputusan, ahli hukum dan/atau
perancang peraturan perundang~undangan yang secara teksis
menguasal permasalahan yang berkaitan dengan materi
muatan rancangan undang- undang {RUU}. Para perancang
K se}.am menouasau maten muatan yang akan diatur, dalam RUU
'-harus _}uga ‘memaharni politzk hukum dan- menguasal tekmkf: '.
'penyusunan undang -undang yang: bauk _ o T e
--Perancangarn: undang undang. 1eb1h dar1 sekedar -
kema_mpuan merumuskan rancangan undang-undang. dengan
menggunakan bahasa hukum vang sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia:yang.baik.dan benar. Perancangan undang-
undang merupakan penerapan pengetahuan hukum substantif
danjuga pengetahuan di bidang lainnya dan penerapan teknik
penyusunan yang baik. Perancangan dilakukan .sebelum RUU
diajukan sebagai usul prakarsa oleh pemrakarsa yang
berkompeten. Di lingkungan pemerintah, pemrakarsa adalah
menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen
(sekarang nonkementerian) yang mengajukan usul penyusunan
RUU, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, atau Rancangan
Peraturan Presiden”?
~-Perancang peraturan  perundang-undangan yang
berkualitas sangat penting peranannya dalam mendukung
pembentukan undang-undang. Oleh karena itu perancang perlu
menguasai prinsip dasar perancangan undang-undang.

B. Maksud dan Tujuan Peramcangan

Maksud perancang dalam melakukan kegitan perancangan
undang-undang adalah untuk menyiapkan, mengolah dan
merumuskan secara tepat kebijakan/politik bukum yang
dikehendaki oleh pemrakarsa ke dalam format RUU yang

! Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan
RIL:..RPerpon.. BRP..dan. BPerpres.. Pasal 10, avat (2.

? Ibid., Pasal 1 angka 8.
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memenuhi syarat secara substantif -maupun teknis. Secara
substantif materi muatan RUU harus aspiratif, memeniuhi
asas-asas materi muatan undang-undang, harmonis secara
vertzkal dan horizontal, serta dapat dlpertanggung]awabkan_
secara akademis/ilmu.’ : S i
“Secara teknis rancangan undang-undang harus
memenum asas asas pembentukan,; sesuai dengan teknik
penyusunan rancangan undang—undang, memenuhi tata’ cara'_
pembentukan peraturan pemndang—undangan dan menggunakan
bahasa hukum/bahasa peraturan perundang-undangan yarng
sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
“Tujuan yang ingin dicapai oleh perancang secara umum
adalah menghasilkan RUU yang memenuhi syarat sebagai
rancangan hukum yang baik. Menurut Lon Fuller ada 8 kmteﬂa
hukum yang baik yaitu:® ' .
1. hukum harus dituruti oleh semua pihak, termasuk oleh
| penguasa negara, 4
2. hukum harus dipublikasikan;
3. hukum harus berlaku ke depan, bukan berlaku surut;
4. = kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat
diketahui dan diterapkan secara benar;
: hukum harus menghindari diri dari:kontradiksi;
6.  hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkm
dipenuhi;
7. hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian
- hukum, tetapi hukum harus juga diubah jika situasi
politik dan sosial telah berubah; dan
8. tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum
haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku.

i

- Sementara itu Munir 'Fuady menambah 8 elemen hukum
yang baik dari Lon Fuller dengan 7 elemen sebagai berilcut:*

1. hukum harus dibuat secara sah oleh pihak yang memiliki
kewenangan yang sah;

3 CNnin. Enady.. Teor. Meaarn Hdkum. Modern. fRechtsioat!,. Bandung,..2009, him....9

* Ibid., him. 10,




.. Prinsip Dasar Perancangan Undang-Undang

D hukund harus memenuhi:persyaratan yuridig, ‘sosiclogis, -
ke :.;__-'__-ekonomm morahtas ﬁlosoﬁs dan modern il
::_{_hukum harus selalu rasmnal N TR :
4. hukum harus bertujuan untuk mencapal kebaikan
i keadilany kebenaran keterﬁban ef1S1en31 kemajuan S
. kemakmuran dan kepastian, hukum; . o
5. .--'-f-'-:::hukum harus. komumkatlf trasparan dan terbuka u.ntuk. o
iakses: oleh masyarakat . '
.'hukum harus aplikatif; dan . o

e _--pelanggaran danpada menc'hukum pelanggaran

e 'RUU yang bauk sangat membantu pembentuk undanc—
unda:ng untuk menghasﬂkan undang-undang yang baik.‘Secara

ukum harus aphkatlf hukurﬁ Ie’mh baﬂ{ mencegah :

' "ls:husus tu_';uan yang ingin dicapai oleh perancang adalah untuk: -

10 'menjaga kepentmgan pemrakarsa dan masyarakat secara -
*“menyeluruh dengan mienyediakan pengaturan yang
'. komprehensit, mempernmbangkan berbaga,t kepenmnaan _
‘dan visioner; [ YW : : :
2, mencegah resistensi’ dari masyarakat jika rancangan
“undang-undang” disahkan menjadi- undang-undang;
3. “mencegah pengajuan pengujzan undang undang ke
Mahkama_h Konsutusa i - ;

: untuk mencapa1 maksud dan tujuan tersebut ada 6
(enam) kemampuan dasar yang perlu dlkuasal oleh para
perancang ya1tu
1. komunikasi yang efektif dengan pemrkarsa ketika

menerima tugas untuk merancang suatu RUU.
Kemampuan ini meliputi mengkomunikasikan latar
belakang mengapa RUU perlu dibuat, menemukan fakta

"_:'yang relevan, karakter pemangku kepentingan yang

terkeut hal-hal yang menjadi perhatian pemrakarsa
_secara spesifik, dan jika diperlukan menggali secara
mendalam maksud dan tujuan yang ingin dlcapau
pemrakarsa
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" berpikir’ secara jernih berkenaan dengan seluruh

substasi yang akan dituangkan kedalam rancangan
undang-undang, untuk dapat menetapkan masalah

potensial yang dihada’pi dan mengemukan masalah yang
‘mungkin akan timbul yang belum dxpertzmbangkan oleh

pemrakarsa;

" berunding dengan pemangku kepentmgan vang bervariasi
kepentingan maupun status sosial dan pengetahuannya

agar dapat menyerap aspirasi,_ memahami permasalahan’

- nyata yang dihadapi, mencari solusi yang tepat dan

mengagregasikan berbagai kepentingan yang berbeda
untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam

- masyarakat majemuk;. : gh,
..mempertimbangkan secara cermat sudut pandang para
. pengguna undang-undang nantinya seperti hakim, jaksa,

polisi, advokat, notaris, pengusaha, dan masyarakat pada
umumnya;

menguasai ﬂmu pengetahuan tentang prinsip hukum yang
terkait dengan materi muatan rancangan undang-undang
dan relasinya dengan peraturan perundang-undangan
yvang terkait secara vertikal dan horizontal, serta
mengenai teknik penyusunan undang-undang; .
menguasai pengetahuan mengenai bahasa hukum sesuai

- dengan kaedah bahasa hukum Indonesia yang baik dan

benar, mengingat bahasa hukum merupakan sarana bagi
perancang untuk mengkomunikasikan rancangannya
dengan pemrakarsa dan para pemangku kepentingan.

Prinsip Dasar Perancangan

Dickerson mengemukakan “Briefly, the draftsman’s job is

to help his client put in legal form what the client wants in substance,
and to help him accomplish it as smoothly and effectively as possible”®
Sehubungan dengan itu ada 9 prisip dasar yang harus
diperhatikan oleh perancang dalam merancang RUU, yaitu:

5 Dirkerson.. The Fundaomeniols of Leaal Drofting,. second edition, Boston Toronie,

1986, hlm. 15.
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" Pahami secarajelas keinginan: pemrakarsa ‘mengenai
- substansi. yang: mgm dituangkan ke dalam suatu RUU.

~Perancang harus mmnpu mengkonstrukmkan kebijakan -
35-yang ‘'sebenarnya.-dari . pemrakarsa yang “hendak .
_.dltuanckan dalam RUU ‘RUU.adalah instrument bagi
_perancang untuk mengkomumkamkan 1de atau -gagasan .
ivang. dltangkap dar1 pemrakarsa Makm sesual isi
__'__-;-:rancanwan undang undang tersebut dengan kehendak

'-':'menangkap secara Jeias maksud p@mrakarsa

-f-.(}unai_;an_pendekatan .31ste_m ‘dalam merancang.
" Dalam merancang undang-undang perancang harus
‘menyadari bahwa RUU yang disusun merupakan bagian
 dari suatu sistem peraturan perundang-undangan. Oleh
~'karena itu, perancang harus menempatkan rancangannya
" "“sebagai bagian dari sistem. Perancang harus menjaga
“keharmonisan rancangannya dengan peraturan perundang-

undangan lain secara vertikal dan horizontal. Tidak boleh
ada pertentangan di dalam rancangannya dan juga tidak

. boleh ada pertentangan antara rancangannya dengan
peraturan perundang-undangan .di atasnya dan.dengan
-undang-undang lain. Paul Scholten mengemukakan

“aturan-aturan harus memperlihatkan homogenitas
logikal, vang menyebabkannya ia menata diri ke dalam

- suatu sistem. Tiap aturan hukum hanya berlaku dalam
-konteks interaksi dengan aturan hukum yang lain”®

Perancang tidak boleh terseret oleh arus “egoisme

-sektoral” yang menutup pintu bagi pandangan yang lebih

komprehensif dengan mempertimbangkan secara adil

berbagai kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena

suatu sistem mempunyai tujuan, maka RUU yang disusun
oleh perancang ditujukan untuk mencapai tujuan spesifik
pembentukan undang-undang dimaksud dalam rangka

5 Paul Scholten, Strukitur Imu Hukum, alih bahasa Arief Sidhasta, Bandung, 2003,

hlm. 30.
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- mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

~Rumuskan norma dengan jelas dan mudah dipahami.

Undaﬁgmundaﬁg sebagai bagian penting dari peraturan

‘perundang- undangan mengikat secara umum, artinya
~~ berlaku ‘bagi se‘aap orang yang berada dalam yurisdiksi
'.'.undan_g—...und_ang tersebut. Orang awam, para penegak.

‘hukum; para .'pényélenggara_ negara wajib -memaiuhi

undang-undang tanpa” kecuali. ‘Oleh  karena itu
rancangan undang-undang harus disusun dengan bahasa
vang mudah dimengerti dan dipahami oleh setiap orang.
Norma yang berifat membolehkan (permitiere), mewajibkan

(obligattere) atau melarang (prohibere) harus dirumuskan

secara jelas sehingga siapapun yang membacanya
merniliki pemahaman yang sama. Rumusan norma tidak

‘boleh ambigu sebab akan menimbulkan ketidak pastian

hukum.
Gunakan bahasa hukum yang sederhana.

Paul Scholten mengemukakan “Hukum terikat pada
bahasa; penafsiran formula, ungkapan dalam tanda
bahasa, adalah bagian penting dalam ilmu hukum.
Hukum berkulminasi dalam peradilan atau proses
mengucapkan hukum (rechispraak). Hukum harus
diucapkan untuk mentranformasi (mengubah) perintah
yang abstrak dari faktor-faktor pembentukan hukum ke
dalam kenyataan konkret”™. Sehubungan dengan itu,
perancang harus menggunakan bahasa hukum yang
sederhana sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang
baku. Pilihan kata harus tepat dan secara jelas dapat
menggambarkan maksud yang dikehendaki oleh
perancang. Gunakan pernyataan langsung, gunakan kata-
kata seperiunya dan sedapat mungkin setiap kata yang
digunakan mengandung pengertian yang sudah diterima

©fbwd., hlm. 39.




- Prinsip Dasar Perancangan Undane-Undang

~umum. -Hindari mengunakan kata-kata yang kabur
pengertiannya, yang bias gender atau menggunakan

kalimat yang bersusun;sehingga sulit ditangkap

o esens:.nya Perancang harus mengh1ndar1 4 (empat}
_.:'penyaht yang pada umumnya chjumpeu dalam pengg&naan
o ;_bahasa hukum Seper‘u dlkemukakan oleh chkerson yaitu:

:“ambzguzty, over vagueness and over pr eszczon over generalzty

and under generalzty, _obeszty”8 o
. _.Masyarakat berhak untuk: dlde:agar el T _
""'.:-'_5Da1am negara demokram rakyat adalah pemegang
-t kedaulatan. Undang- undang dibuat untuk-kepentingan
crakyat. Oleh karena itu, rakyat berhak untuk didengar
-pendapatnya mengenai kebijjakan publik yang dibuat cleh
" ‘pejabat yang berwenang yang menyangkut kepentingan
mereka. Rakyat memiliki.kearifan tentang apa dan
~bagaimana sesuatu yang menyangkut kepentingan
+mereka harus diatur. Karena merekalah yang tahu
- realitas sosial yang dihadapi dan perubahan apa yang
- diharapkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
mereka. Undang-undang menjamin partisipasl masyarakat
.dalam penyiapan atau pembahbasan RUU °. Perancang
berkewajiban untuk mendengar pendapat masyarakat
baik dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya
bagi masyarakat untuk berpartisipasi, maupun dengan
menyerap aspirasi mereka melalui berbagai forum atau
. media. Ada 4 manfaat yang diperoleh dari mendengar
. suara masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan
RUU yaitu:
a. meningkatkan legitimasi dan kualitas RUU;
b. meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam
penerapannya;
c. meningkatkan ketaatan terhadap pelaksanaan
undang-undang tersebut secara sukarela; dan

® Dickerson, op.cit, him. 32, 39, 42 dan 44.
e Jlindanz-IIndane Nomor, 10 Tahnun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan, Pasal 33,
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~d.. memperluas bentuk partnershlp dengan ‘warga

negara.

' Undang—unciang untuk dilaksanakan. .

"Undang undang dlbentuk untuk dilaksanakan secara

 efektif agar menjach hukum yang hldup di tengah ten,gah

' 'masyarakat atau menjadl lwmg law. Undang undang

"' sebagai bagian pentmg dan mstem hukum ‘menempati

- kedudukan sentral-dalam- pProses.- hubungan input -dan
~output. Undang—undang yang dilaksanakan secara efektif-

o :d1harapkan dapat berfungsi sebagai sarana perubahan

- sosial yang dilakukan secara tertib dan terarah. Oleh
* karena itu, perancang harus memperhitungkan dengan
~cermat. kemungkinan pemberlakuan secara sadar/
sukarela suatuundang-undang, karena undang-undang
- yang bersangkutan mempunyai dasar-dasar keberlakuan
. secara filosofis, yuridis, sosiologis, politis dan ekonomis.

Untuk itu materi muatannya harus responsif terthadap
aspirasi masyarakat, didukung sarana dan prasarana
yang cukup, kelembagaan yang mantap dan sumber daya
manusia yang profesional dan memiliki integritas tinggi.
Berorientasi ke masa dépan yang lebih adil dan sejahtera,

Per_anéang dalam menyusun RUU harus berorientasi ke
masa depan. Perubahan pesat dalam kehidupan
bermasyarakat yang dipacu oleh kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi harus mampu
diantisipasi dengan mencermati visi pemrakarsa dan
dinamika sosial yang terus bergerak maju. Undang-
undang yang dirancang tidak boleh cepat using, karena
itu harus memenuhi ciri-ciri hukum modern seperti
dikemukakan oleh Marc Galanter sebagai berikut:!°
a. sistem hukum tersebut terdiri dari peraturan
peraturan yang seragam baik dari segi isi maupun
dari segi pelaksanaannya;

M Otje Salman, Heberapa Aspek Sosislogi Hukum, Bandung, 1993, hlm. 91,
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b, oosistem, hukum:-tadi._s-bersifat transaksional, artinya

“bahwa hak-hak dan kewajiban timbul dari perjanjian
vangtidak dlpengaruhz oleh faktor- fal«:tor usia, keias

ragama ataupun perbedaan kelamin;. :

“ico ) “sistem hukum yang modern berszfat umversai

EE R artmya dapat dﬂaksanakan secara umum;.

oadl s adanya h1erark1 peradllan vang tegas : _

el blrokratas artmya melaksanakan prosedur sesuai.

: dengan peraturan peraturan yang telah dltetapkan '

RS A '-f-ras1onai

"pelaksanaan sistem’ hukum tersebut terd1r1 dari
orang orang yang sudah berpengalaman; dengan
berkembangnya spesialisasi dalam masyarakat yang

- -kompieks “harus-ada penghubung antara-bagian

- bagian yang ada sebagai akibat adanya sistem
pengkotakan; - N N CRLERRERTE

~h.  sistem ini mudah ci;.ubah untuk menyesuaikan diri

dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Lembaga lembaga pelaksana dan penegak hukum
adalah lembaga lembaga kenegaraan, oleh karena
.negaralah yang memonopoli kekuasaan;

©i. = pembedaan yang tegas antara tugas tugas eksekutif,
legislatif, dan yud1kat1f
Konsistensi.

Perancang harus secara konsisten menggunakan
terminologi atau istilah hukum dan pernyatan norma
untuk mencegah kekurangan yang tersembunyi.
Perancang harus memastikan bahwa setiap kata atau
terminologi digunakan secara kosisten. Perancang harus
dengan hati-hati menghindarkan diri dari penggunaan
kata atau terminologi vang sama untuk lebih dari satu
makna. C.K. Odgen dan l.LA. Richard seperti dikutip
Dickerson, menamakan dosa verbal ini “ultraguistic
subterfuge™!. Sebaliknya perancang harus dengan hati-
hati pula menghindarkan diri dari penggunaan kata yang

1 Dickerson, op.cit., hlm. 15.
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. berbeda untuk memberi arti pada ide yang sama yang
-.oleh. H.W.Fowler, seperti dikutip Dickerson, dinamakan

“elegant . variation” . Bingkatnya perancang hendaknya
selalu menyatakan 1de yang sama dengan cara yang sama

~+-dan-selalu menyatakan ide yang berbeda-secara berbeda.

Sedapat mungkin. perancang menerapkan prinsip
konsistensi:tersebut juga pada penyusunan frase,

kahmat paragraf arsitektur dan format. Apabila dua
...:paragaraf atau bag:an sama: substansmya perancang

menyusunnya secara sama. Dickerson meyatakan bahwa
“Consistency.of expression has appropnately become”Golden

- Rule” of drafting™3.

. -Arsitektur yang menyeluruh dan baik.

~Prinsip berikutnya vang tidak kalah pentmgnya adalah

bagaimana arsitektur atau bentuk RUU dibangun, agar
gambaran menyeluruh mudah dipahami dan estetis. Ros
Macdonald dan Denise McGill mengemukakan “Good
drafting requires designing a document with a logical and

‘coherent structure. The first step is to form a clear picture of all

the contents of the document and arrange them sistematically™*.
Arsitektur RUU yang baik memang tidak mudah untuk
dicapai pada rancangan pertama. Perlu dilakukan
perbaikan dan perbaikan kembali agar diperoleh
arsitektur yang baik. Untuk penyusunan arsitektur yang
baik perancang hendaknya menempatkan materi muatan
yang saling berhubungan dalam satu bagian, jangan
disebar dalam berbagai bagian yang terpisah. Informasi
yvang penting ditempatkan sebelum yang kurang penting,
vang umum sebelum yang khusus. Dengan demikian
pengguna akan dengan cepat dapat memahami pokok-
pokok materi muatan rancangan undang-undang. Jika
arsitektur disusun mengikuti subjek masalah, maka
materi muatan disusun secara kronologis untuk berbagail
tahapan kegiatan. Dalam hal ini perancang harus selalu

12 Ibid.,

13 L Iha

him. 16.

4 Ros
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menanyakan kegiatan apa yang. dilakukan berikutnya?
e __Penyusunan arsztektur RUU secara. logls dan sistematis
L dengan menjajarkan secara ﬁmgsmnal materi muatan yang
o f-_salmg berhubunfran sangat berguna untuk memudahka;n.
. pengguna: dalam memahami dan melaksanakannya.
' f-Perancang yang berpengalaman akan menyusun. RUU .
.- sebaik munvkm baik dilihat dari susunannya secara
_____".‘.-[51stemaus dan logis. maupun. dari-aspek keindahan =
| _"_'_'.':_'-'penataannya Sudah tentu secara Substantlf materl_'_”"’
i '._;_;'.;'-';'fmuatan yvang chatur d1 dalamnya dapat men_]awab berbagal.}
_'i-permasaftahan yang timbul atau mungkin timbul dalam
- rangka mengatur kehldupan bermasyarakat secara tertib.

. Penutup

Di samping memahami prinsip dasar perancangan
undang-undang, perancang profesional dituntut untuk terus
menerus mengikuti perkembangan:ilmu hukum yang sangat
dinamis, di samping menambah pengetahuannya dengan ilmu
lainnya yvang terkait dengan tugasnya sebagai perancang.
Perancang undang-undang, selain memerlukan pengetahuan
hukum yang luas, juga perlu memahami pengetahuan di
bidang lain yang relevan dengan materi muatan yang akan
diatur.

Perancang juga perlu memahami lingkungan sosial di
mana undang-undang akan diterapkan. Demografi hukum
barangkali perlu dikembangkan untuk memetakan secara
jernih kondisi demografis masyarakat di mana undang-undang
akan diberlakukan. Masyarakat Indonesia yang majemuk
dengan budaya, kondisi sosial ekonomi, kondisi geografis yang
beragam perlu dipcrtimbangkan dalam merancang undang-
undang agar undang-undang dirasakan memenuhi rasa
keadilan oleh segenap lapisan masyarakat.

Globalisasi yang dipacu oleh kemajuan pesat ilmu
pengetahuan dan teknologl informasi dan transportasi telah
menjadikan batas batas antarnegara semakin kabur. Pola
hubungan antarnegara, antara penguasa dan rakyat dalam
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satu negara antara pengusaha dengan pengusaha dari
berbagai negara ‘mengalami perubahan yang mendasar.
Kecenderungan globahsasz di masa mendatang perlu
d1ant131pa31 dalam merancang undang undang. Perancang
. selaln melakukan inward looking juga perlu melakukan outwoard
lookmg dengan tetap mengutamakan kepentmcran nasional..
Perancang profesmnal di sampmg terus” menerus
_menambah pengetabuannya Juga perlu: memegang teguh
' mtegntas ‘dan - kehormatannya sebagau perancang yang
' bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik buat
bangsa dan negaranya terutama dalam mewujudkan nilai-
nilai keadilan dan kebenaran yang menjadi esensi hukum .

‘DAFTAR PUSTAEA -

Dennis McGill, Ros MacDonald, Draftmg, Butterwoths, 1997

Dickerson, The Fundamentals of Legal Drafting, Boston Toronto
1986.

Fuady, Mumr Teon Negam Hukum Modem (Rechtstaat}, Bandung,
' 2009

Salman Otje Beberapa Aspek Soszologl Hukum Bandung, 1993
Scholten, Paul, Struktur flmu Hukum, Bandung, 2003.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2004 tentang
¢ "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara
' Memperszapkan RUU, Rperppu RPP, dan RPerpres.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Mempersiapkan RUU, Rperppu, RPP, dan RPerpres.
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"3. Sekxetamat Dn‘ektom% Jendeml F@mturan ?emmdang-
: undangan. T T e :

2. Direktorat Perancangah Peraturan Perandang-uadsngen.
: 3; 'Dia'ektomt Harmonisasi Peraturan Pemndang-undangaﬁ;

4. eﬁireki:orat Fasilitasi ?e:ancanggn Peraturan Daerah.

5. Direkiorat Litigasi Perundang-undangan.

6. Direktorat Publikasi, Kerja Sama dan Pengundangan
Peraturan Perundang-undangan.







SEKRETA’REAT DEREKT@R&T JENDERAL
PER&T?JRAN PERU?@DA.NG Uiﬁ DANGAN

& 5Direl¢tora‘c' Jéi’iderai Peraturan; .'P_er_unciang«u-ndangan '
mengemban fungsi melaksanakan standarisasi teknis
_peraturen perundang-undangan termasuk standarisasi teknis
peraturan daerah. Untuk meningkatkan kualitas peraturan -
‘daerah, baik secara ‘Lekms imaupun substansi dilaksanakan -

o _;berbagal Legiatan antara lain pendlcil.l{an dan pelatihan teknzs' :

penyusunan dan perancangan peraturan perundang-undangan
dan melaksanakan pemahaman peraturan perundang-
undangan.

Kegiatan pemahaman peraturan perundang-undangan -
dengan tema “Pembentukan Peraturan Daerah yang Harmomni
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20047,
bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukumn dan
Hak Asasi Manusia daerah setempat. Diharapkan kegiatan
ini menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan
kompetenst aparatur di bidang peraturan perundang-undangan
yvang akan berdampak pada peningkatan kualitas peraturan
daerah.

Selain itu kegiatan pemahaman juga merupakan sarana
menampung aspirasi masyarakat untuk perbaikan kualitas
perangkat peraturan perundang-undangan, seperti yang
tercantum pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah
dapat menumbuhkan rasa memiliki {sense of belonging), dan
rasa tanggung jawab (sense of responsibility dan sense of
accountability) veng dampaknya akan memudahkan penerimaan
masyarakat dan memudahkan pula pelaksanaan atau
penegakan suatu peraturan daerah.
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Kegiatan pemahaman peraturan perundang-undangan
direncanakan_.dii_aksanakan sebanyak 8 kali. Kegiatan pertama
dilaksanakan di Padang pada tanggal 1 April 2010, kemudian
di Pontianak pada tanggal 15 April 2010 dan di DI Yogyakartia
pada tanggal 6 Mei 2010.




- DIREKTORAT PERANCANGAN

- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- -RUU Prolegnas Tahun 2010 2014 sebanyak 35 (t1ga pulubh
limaj RUUsyaitu: -

1.

W

® e o

\©

10.
11.

12,

13.
14,

15.

16.

RUU tentang Kltab Undano‘wUndang Hukum Acara. '

'_:Pzdana _
.. RUU tentang Pemberantasan ’I‘ mdak Pldana Komp31
‘RUU tentang Perubahan atas Undang Undang

Nomior P Tahun 2002 tentang Grasi.

RUU tentang Kelmigrasmn

RUU tentang Kitab Undang~Undang Hukum Pidana.
RUU tentang Transfer Dana.

RUU tentang deak P1dsma Pencuman Uang.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

RUU tentang Lambang Palang Merah.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia.

RUU tentang Perampasan Aset.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi.

RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan
Terbatas dan Koperasi.

RUU tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme.
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17.

19,

20,
.21
22,
s
24,
25.
26.
27.
28.

hic )
30.

31.
32.
33.

34.

35.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perserocan Terbatas. .

RUU tentang Balai Harta Peninggalan.

RUU tentang Daktiloskopi.

RUU tentang Kitab Hukum Acara Perdata.

RUU tentang Perubahan Atas Undang Undang
Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
RUU tentang Pprubahan atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

RUU tentang Perubahan atas Undang Undang
Nomor 15 Tahun 2001 ‘tenta__ng Merek.

RUU tentang Perubahaﬂ Atas Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1997 _tentanﬁ Pengadilan Anak.
RUU .tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
RUU tentang Hmotlk Kapal.

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan
Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan
Indonesia Zona Tambahan.

RUU tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme.
RUU tenténg Perkumpulan.

RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan
Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan
Ekspresi Budaya Tradisional.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik
dalam Masalah Pidana.

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Vayasan.




B.

RUU Prakarsa Kementerlan Hukum dan Hak Asas1

RUU ymtu

Al _Rancangén Undang-Undang tentang Pembaham"
- _'Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 N
-"'.'.._:..tentang Pemberantasan _ deak P1dana _

- l erorlsme

b -f_-_Rancangan Undang~Undang tentang Perubahanf_-:_-
T :-::atas Undang Undaﬂg Nomor 1 Tahu_n 1979 ..

“tentang Ekstradisi;
¢. .. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
 atas. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995

Yy tenta_ng Pemasyarakatan )
d. _Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2006
tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah
Pidana;

e. Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan
dan Pemberantasan deak Pidana Pendanaan
Terorisme;

f. Rancangan Undang-Undang tentang Badan
Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi;

g. Rancanaan Undang—Undang tentang Perampasan
Aset; ;

h. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2060
{entang Pengadj.lan Hak Asasi Manusia;

i, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
tentang Desain Industri;

. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001
tentang Paten,;

k. Rancangan Undang-Undang tentang
P@rkumlﬁu?aﬁ

Dalain Tahap Penyusunan sebanyak 12 (dua belas}' -
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2. - RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2010
Ho., Judal Heterangan
1 | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum | RUU sedang dalam  proses
Acara Pidana. penyampaian kepada Presiden

+2+]| RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana .| Sudah - disampaikan  kepada

- Korupsi. : : _ : Presiden.

3 | RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Disetujui bersama DPR Rl dan

a Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Pemerintah/ Rapat Paripurna

4 RUU tentang Ke1m1gras1an : ‘Pemibahasan Tingkat 1
E 5_.._ RUU tentang thab Unciang-Undang Hukum RUU s:édéng dalam  proses
: Pidana."’ | peayampaian kepada Presiden
6 | RUU tentang Transfer Dana. 7'y Pembahasan Tingkat 1
7 | RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembahasan Tingkat 1
8 | RUU tentang Perubshan Undang-Undang .. | RUU. sedang dalam  proses
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. penvampaian kepada Presiden
9 .| RUU tentang Protokol i Pembahasan Tingkat 1
10" | RUU tentang Pengadilan Analk RUU 'sedang dalam  proses
penyampaian kepada Presiden

3. . RUU dalam Tahap Penyampaian_ kepada Presiden
a. RUU tentang Kitab Undang-Un_dang Hukum Acara
: Pidana,

b. RUU tentang Hukum Acara Pidana.
c. _ RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
~d.  Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan
. Anale.

4. RUU yang telah disampaikan kepada Presiden dan masuk
prioritas prolegnas 2010 sedang dalam pembahasan
Tingkat I
a. RUU tentang Keimigrasian.

b.  RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
c. RUU tentang Transfer Dana.
d. RUU tentang Protokol.
5.  RUU yang telah disampaikan kepada Presiden dan masuk

prioritas prolegnas 2010 tetapi belum dibahas di DPR:

- RUU tenfang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.




RUU Kumulatif ’I‘erbuka v : .

~_ RUU %{umulatu Terbuka dalam Tahap Pembahasan

T mgkat H ch Dewan Pemak:tian Rakyat Répubhk Indonesm
L yaztu :

1 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemermtah

Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor ‘30 -
""-:"..":Tahun 2002 tentemg Komisi Pemberantasan Tindak
- Pidana I«_orupsz menjadl Undang Undang beserta
'RUU'tentang ‘Pencabutan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang- Undang Nomor ‘4 “Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30

'~ Tahun 2002 tentang Komisi Pemberaﬁtasan Tindak

Pidana Korupsi.
RUU tersebut telah mendapat keputusan penolakan

atau tidak mendapat persetuguan dalam rapat

Panpuma DPR tanggal 4 Maret 2010 karena Perrpu
dianggap sudah t;dak relevan lagi mengingat

' Pimpinan KPK yang ada saat ini }umlahnya tidak

kurang dari 3 (t;ga} oremg

- RUU tentang Pencabutan Perafuran Pemerintah
' :'_Pengganu Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009
_tentang Perubahan atas Undang—Undang Nomor 30

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

N :Pldana_Kor;__;psl_ men] a_d1 Undang-Undang beserta
.RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

- -tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
- Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana- Korupsi.:

Pembicaraan Tingkat I dalam Rapat Paripurna DPR-
RI dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2010 dengan
keputusan menyetujui Rancangan Undang-Undang
tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor U
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Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

. _.Korup31 Telah menjadi Undang—Undang Nomer 3.Tahun
_‘2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah
" Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Perubghan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

: _' .-teni'ang Kormsz P_emberantasan. Tindak Pidana Korupsi.

D Langkah Strateaa.s - '
(Untuk RUU yang belum masuk Prolegnas Przontas Tahun
- :2010). - Y ] y-v :
R -..Dmpayakan agar dapat dlmasukan pada Prolegnas

_ Prioritas Tahun 2011 .

. 2.. Menyiapkan prasyarat agar RUU tersebut dapat
masuk pada Prolegnas Prioritas Tahun 2011 antara
oS _ FOLCEH
a. . Menyusun draft Naskah Akademls
b.  Menyiapkan draft akhir RUU.
¢. Resume urgensi dari RUU yang akan masuk

_ daiam Prolegnas Prioritas.
3. RUU yang belum masuk dalam Prolegnas Prioritas

' Tahun 2010 akan dlmasukan dalam Prolegnas
_Prlontas Tahun 2011 yaitu: '

a.  'RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang
= Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
b. RUU tentang RUU tentang Perampasan Aset.

c. RUU tentang Bantuan Hukum.

‘d.  RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang

~ Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

e. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

£ RUU kumulasi terbuka sebanyak 3 (tiga) RUU
yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi.
2.  Penetapan dan pencabutan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang

rRatiikast Perjanpan [nternasional.




_ DIREKTQRA’I‘ HARMONISASI
PERATURAN PERUKDANG UNDANG—AN

KOI’ldlSi tldak harmoms (dzsharmom) dalam bzdang

.pérai:uran pemndang—undangan sangat besar potensinya. Hal .
ini terjadi karena begitu _banyaknya peraturan perundang—:-

- undangan di negara kita, Untuk undang-undang saja bisa

| __'-d111hat paéa Program Legmlasx Naszonal (Prolegnas}
'fSebaga.lmana diketahui- ‘bahwa Jumlah program leg1sla:31 yang e
-dzajukan ‘setiap.tahun terus bertambah padahal oleh Baleg"...-.

dan. Pemerintah. telah dltetapkan sebanyak 284 RUU dalam
Prolegnas 2005-2009 dan pada | Prolegnas 2009-2014 sebanyalk
247. Namun dalam . perkembangannya kebutuhan Jhukum

masyarakat terus berubah sesua1 dengan perkembangan

zaman itu sendln _

L Sesual dengan Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan yang
ditegaskan dalam pasal 17 ayat (3) menentukan bahwa “Dalam
keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden
dapat menga;ukan rancangan undang undang di luar Program
Leglsiam Nasional (Prolegnas).” Ketentuan ini kemudian
digunakan $ecara bersama-sama oleh DPR- RI dan Pemermtah
untuk melakukan pembahasan suatu rancangan peraturan
perundang-undang di luar Prolegnas.

Maksud dari pengharmonisasian peraturan perandano--

undangan adalah sebagai upaya untuk menyelaraskan,
menyestaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi
suatu rancangan peraturan perundang-undangan deangan
peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi,
sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain
peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara
sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih
(overlaping). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya
hierarki peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayai (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
menentukan “Pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemzmtanan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal

] T2 | Al P, JU— N 0, 'i 1—; 'Rﬁ'z-\ T ) ) r:iﬁﬂ
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tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan”.
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Dengan ketentuan tersebut, peran Direktorat Harmonisasi
Peraturan Perundang undangan menjadl semakin penting,
karena Direktorat' Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan

“Ditjen Peraturan Perundang-undangan yang ditugaskan untuk
"-'melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, ‘dan
pemantapan konsepsi tidak hanvya terhadap Rancangan
Undang- Undang (RUU) saja, ‘tetapl juga terhadap Rancangan
“Peraturan Pemermtah Pengganti Undang- Unc‘iang (RPERPUJ,
5Rancangan ‘Peraturan- Pemermtah (RPP) dan Rancangan
Peratura_n Presiden [RPERPRES) _ ' -
Snth ’I‘erhadap peraturan pemndang~undangan yang dlsampa_kan
oleh’ pemrakarsa kepada Direktorat Harmonisasi Peraturan
Perundang«undangan dilakukan penjadwalan untuk dilaksanakan
rapat pengharmonisasian. Rapat pengharmonisasian dslaksanakan
oleh masing-masing subdirektorat sesuai dengan tugas dan
'fup gsinya. Di sini diperlukaﬂ tenaga yvang terampil dan handal
atau ahli dalam melakukan pengharmonisasian terkait dengan
berbagai peraturan perundang-undangan.

' Berdasarkan data per 1 Januari 2004 sampai dengan 21
Juli 2010, kegiatan pengharmonisasian yang telah dilakukan
oleh Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan
adalah sebagai berikut:

. Tahun | RUU |Rperpu| RPP | RPerpres | RKepres Rinpres JUMLAH
2004 | 521 2 44 12 13 3 113
2005 | 31 4 20 41 - - 166
2006 | 30 . 85 7 - - 122
2007 | 26 | -2 | 119 9 . : 156
2008 | 22 - 112 10 - = 144
2009 18 - 150 6 - - 175
2010 i1 - 92 10 - - 113

Tféﬁ; 10| 8 692 | 93 13 3 988
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Grafik kegiatan pengharmonisasian 2004-2010

~Adapun rineian Triwulan’'2 kegiatan pengharmonisasian
peraturan perundang-undangan pada 1 Januari 2010 sampai
dengan 21 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

Jenis . o N 's BN . | % selesal
Tahug | Jmi Belesal | Proses Dzke.mba b . “ ATtgempalt keseluzu
U bH gelesad Proses fran b
kan an
2010 RUY 11 3 8 - 2T,3% 72,74 0,0%
I Jan RPP 92 41 4l . ki N 44,56% 44,6% 10,9%
sfd 12
Juldi PERPRES 10 4 4 2 40,0% 40,0% 20,0%
Y
BEERMER | 1 - e g 0 100,07 53.1%
JUMLAH
- PERATURAN P-UY-
o E 4 2 42,5% % 2%
AN YANG 113 3 53 3 42,5% _46, 3 10,2%
HAEMONISASIKAN

2l s AL
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Adapun rincian kegiatan pengharmonisasian peraturan
pemndang~undangan pada 1 Januari 2010 sampai denga_n 21
Juli 2010 yang dzlakuka‘q oleh Sub. Bldang Dlrektorat
Harmomsasx dan keglatan Ialnnya adalah sebagal berlkut

e SELESAI | ~ prOSES | o |

SUBPIT | naRMONISASI | HARMONISAS] | DTABMBALIKAN. ToTAL

i RPP S DB e 1o

RPERPRES g g g0 10

JML 12 14 3 . 29
BIDANG KEUBANK
__SELESAI |  PROSES . ;

SUBDIT HARMORISAST | BARMONISASE | DIKEMBALIEAN | TOTAL
RUU 1 a - 1
RPP 16 15 1 32

RPERPRES - - 2 -

RKEPPRES - - 1 i
JML 17 15 2 34

BIDANG INDAGRISTER
SELESAI PROSES

SUBDIT | 4aRMONISASI | BARMONISAS] | DUCMBALIKAN | TOTAL
RUU - 3 - 3
RPP 12 17 1 30

RPERPRES - : - -

RKEPPRES - i - -
JML 12 20 1 33

BIDANG KESRA
SELESAI PROSES
SUBDIT HARMONISASE | HARMONTSASy | PPKEMBALIKAN | TOTAL
RUU - - - -
RPP 7 4 7 18

RPERPRES - - - -

RKEPPRES - - - -
JML 7 4 7 18




. Peluncuran - Buku Pedoman Pengharmonisasian,
- “Pemibulatarn; -Pen’ian'tapan' Konsepsii Peraturan’ Perundang-
" undangan tanggal 25 Maret 2010 di Balai Kartini-Jakarta.
 Pendalaman’ Materi Peraturan Perundanc undangan
Bzdang Keuangan dan Perbankan. TR -
S'ﬁ"Peﬂdalaman Materi- Peratulan Perundang undangan
" Bidang Kesejahteraan Rakyat ' SR S R B
;:'}-:Konsmyermg Pamt1a Penyusunan Naskah Harmomsam, L
--'_--;-Peraturan Perundang undangan Badang Keuanean dan_ '
“+: Perbangkan Tanggal 9-10 Mei 2010.7 " = " o
Konsinyering Panitia Pe‘lyusunan Naskah ‘Harmionisasi

Peraturan Perundang-undangan Bldang Kesegahteraan

“Rakyat, tanggal 6-8 Mei 2010. -
““Konsinyeéring Panitia Penyusunan Naskah Harmonisasi
“ Peraturan "Perundallgfundéngan Bidang Politik, Hukum
dan Keamanan, tanggal 24-26 Mei 2010, - o
Sosialisasi Buku- Pedoman. ‘Pengharmonisasian,

o Pembulatan dan Pemantapan Konsesi Rancangan

Peraturan ‘Perundang-undangan, tanggal 15-17 Juni.

Secara formal prosedur pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan kansepsi peraturan
perundang-undangan yang berasal dari Presiden telah
diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005,
sebagal pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dalam
perakteknya proses pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi tersebut tidak mudah berjalan
dengan baik, sechingga Direktorat Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan perlu melakukan penyesuaian
dengan realitas tuntutan praktis di lapangan agar proses
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Peraturan
Presiden Nomor 68 Tahun 2005 diperiukan suatu pedoman
kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan
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- pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
- konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan pedoman kebijakan teknis dan petunjuk
pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-

-~ undangan sebagai standar konsepsi, prosedur dan teknik

~penyusunan serta perancangan peraturan perundang-

. undangan yang baik dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, .

- yuridis yang merupakan aspiratif, responsif dan
memenuhi kaidah: '-pémbentukan peraturan perundang-
-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan
vang baik ialah peraturan perundang-undangan yvang
tidak bertentangan secara vertikal dan horizontal,
~sehingga terwujud keseclarasan konsepsi rancangan
peraturan perundang-undangan dengan falsafah negara,
tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya,
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, undang-undang lain yang telah ada berikut segala
peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya.
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DEREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN

PERATURAN DAERAH

Pelaksanaan Kegiatan Direktorat F‘a3111tas1 Perancangan
Peraturan Daerah : -

: Dalam upaya fasﬂltas1 pembentukan Peraturan
Daerah Direktorat Fas1htas1 Perancangan Peraturan'
' Daerah telah melaksanakan bmbageu kegiatan an

'iam
Lo

Keglata_n Ka31an dan Inventansa& Peraturan Daerah

~di 25 (dua puluh. hma) Kabupaten/ Kota diIndonesia.

-. :Melakukan ‘koordinasi dengan Pemerintah Daerah
:-_Kabupaten/Kota melalui kegiatan Kajian dan
-} '__Inventarlsam Peraturan Daerah. Sampai dengan

~akhir Juni tahun 2010 telah dilaksanakan kegiatan

: _fdl 25 (dua pulub Lima) . kabupaten/ kota (daftar

fterlamplr) Dan selanjutnya dari Peraturan Daerah
.yang telah __dnnventarz_sw tersebut akan dikaji baik

secara substansi maupun teknik untuk memberikan
data dan 1nforma31 Peraturan Daerah terkalt
penyusunan Peraturan Daerah yang baik dan benar

_sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

‘berlaku.
Ke giatan Fa5111ta31

Kegiatan Fasilitasi. Perancangan Peraturan Daerah
yvang telah dllaksanakan sampai dengan akhir bulan
Juni tahun 2010 antara lain:

a. menerima kunjungan konsultasi dari Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/
Kota, Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/,
Kota, stake holder maupun dinas terkait
sebanyak 23 kali kunjungan (daftar terlampir);

b. memberikan tanggapan atas Rancangan
Peraturan Daerah dan memberikan masukan
terhadap materi muatan Peraturan Daerah serta
permasaiahan hukum lainnya kepada Dewan

rerwakilan lkakyat Daeran rrovinsi/Kabupaien/




3.

* Kota, Pemerintah Daerah 'Provinsi,Kabupaten/Kota

- dan instansi lain sebanyak 5 kali (daftar terlampir);

kegiatan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

“.dalam rangka melaksanakan mediasi dan konsultasi
“'dengani-wmelakukan = kunjungan ke 'DPRD

. Provinsi,Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah

- Provinsi; 'Ka'biipa't'eln/K'ota' dan Kantor Wilayah

- Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 11 kegiatan
S ER '-'{daftas: tcrlamplr) _ e :
Keglatan Pembmaan Tekmk Perancangan Peraturan

‘Daerahs

a.

melaksanakan keg1atan Implementasi Perangkat
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
dalam tahun anggaran 2010 akan dilaksanakan-di 2
{dua) Provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi
Maluku. Tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut
adalah untuk meningkatkan pemahaman,

| ‘pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan

Peraturan  Dgerah bagi -aparatur pemerintah di
tingkat daerah, legislative drafter di daerah dan

:.lembaga- yang menangani masalah hukum dan
‘peraturan ' perundang- undangan. Sehingga

diharapkan apa;atur pemerintah, legislative drafter di

" daerah dan lembaga yang menangani masalah hukum

dan perundang-undangan dapat lebih memahami
secara substansi, materi muatan, dan teknik

| perancangan peraturan perundang-undangan
‘khususnya Peraturan Daerah, serta dapat lebih
- memahami tatanan Pemerintahan dalam

menafsirkan kesepahaman hubungan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah terutama dalam
menafsirkan berbagai perangkat peraturan
perundang-undangan (daftar terlampir);

melaksanakan kegiatan Pembinaan Teknik
Perancangan Peraturan Daerah sebanyak 27 kali

(r!f:nf'f:n- #n:—‘igmﬂir};
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.c. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
dxpenntahka,n oleh pimpinan sebanyak 12 kali
. (daftar. terlamplr)

B. ._:Kegiatan evaluasi dilakukan sebagai. Lmdak lanjut dari
kegiatan inventarisasi Peraturan Daerah dan konsuliasi.
1. melakukan pengkajian terhadap Peraturan Daerah
0 yang telah dihimpun dan diinventarisir; dan
2. memberikan tanggapan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah maupun permasalahan hukum
~yang dimintakan konsultasi kepada ‘Direktorat
‘Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

Lampiran Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Fasilitasi
Perancangan Peraturan Daerah.
A.. - Kegiatan Sub Direktorat Mediasi dan Konsultasi

1. Penerimaan Kunjungan Konsultasi

Tanggal " Permasalahan ya
No. Pe!aksignaan st dikonsnitasﬂfa:g
1 | 12-4.2010 - DPRD Kota Bandung Konsultasi tentang Raperda tentang
RT/RW
2 1 14-4-2010 DPRD Kota Sawahlunto Konsultasi Raperda tenntang
) . Pendidikan Bacg Tulis  Al-Qurian
3| 15-4-2010 DDPRD Provinsi Nusa Konsultasi tentang Raperda tentang
' Tenggara Barat PT. daerah Maju Bersaing
4 4 16-4-2010 DPRD Kabupaten Gunung | Konsultasi  tentang Ketugasan
Kidui Balegda, Harmonisasi Perda,
Rambu-rambu yang terkait dalam
: pembuatan Peraturan Daerah
S |21-4-2010 DPRD Kabupaten Konsultasi tentang masalah
Magetan persiapan daiam rangka
menyongsong pengelolaan  pajak
dan retribusi yang bisa ditarik oleh
daerah sesuai undang-undang yang
baru
6 | 29-4-2010 DPRD Kota Bandung Konsultasi tentang Penyusunan
Peraturan/Tata Tertib DPRD
7 | 3-5-2010 Bapusda Pemprov Konsuiltasi Raperda Karya Rekam
Kepuiauan Riau Tanjung | dan Karya Cetzk
Pinang
8 | 5-5-2010 DPRD Kabupaten Konsuitasi Pansus D¥PRD
Magetan Kabupaten Magetan tentang
Perubahan Tata Tertib DPRD
Kabupaten Magetan
9 | 6-5-2010 DPRD Kabupaten Lahat Konsuitasi Pansus DPRD
Kabupaten Lahat tentang
Pembahasan..draft, Peraturan. DEPRD,
Kabupaten Lahat




10

10-5-2010 - S} DPRD Kota Mataram Konsultasi tentang penyusunan
4 : Peraturan Daerah
11:] 11.5-2010 Pemerintah Daerah Konsultasi dan mediasi  tentang
e Minahasa Tenggara Keputusan  Gubernur  Sulawesi
y : R Utara nomor 85 tahun 2010
12§ 26-5-2010 DPRD Kabupaten Agam Konsuitasi Pansus LKPJ akhir masa
) ) jabatan Bupati
13 1 3-6-2010 . | DPRD Kabupaten Gresik Konsuitasi teniang Perda no9
T o e e tghun 2002 tentang Retribusi Jasa
o Kepelabuhanan
14 ] 11-6-2010 ~ . | DPRD Kebupaten Konsultasi tentang Sinkronisasi
ke e R ] Lampung Timuar Pelaksanaan Prolegda dengan PP no
I : s F i6 tahun 2010
157 14-6-2010 S| DPRD Kabupaten Sleman | Kensultasi ~tentang  Mekanisme
T R NI . Pencermatan = Peraturan - Daesrah
sesuai - Undang-Undang - Nomor 10
- . Tahun 2004
16.0 15-6-2010 1 DPRD Kota Semarang Konsultasi - tentang = Persiapan
' y Penyusunan Naskalh Raperda
Inisiatif DPRD Kota Semarang
17 V7-6-2010 DPRD Kota Boniang Honsultasi Lanjutan Pembshasan
' Raperda tentang Keschatan dan
: ' : Sisdiknasg )
18 | 21-6-2010 DPRD Kota Pare-Pare Konsultasi fentang Tata Tertib
DPRD
19 | 22-6-2010 DPRD Kabupaten Blitar Konsultasi dalam rangka kajian
Raperda IMB
20 1 22-6-2010 DPRD Kahupaten Blitar Konsultasi dalam rangka kajian
Raperda tentang Pertanian Berbasis
Organik
Q21 | 23-6-2010 DPRD Kabupaten Konsultasi Pembahasan RUU
Temanggung tentang  Pengendaiian Dampalc
Produk Tembakau terhadap
Kesehatan
22 | 23-6-2010 DPFRD Kabupaten Agam Kensultasi lunjungan kerja Baleg
DPRD Kabupaten Agam
23 | 29-6-2010 DPRD Kabupaten Konsultasi terkait pencabutan Perda
Kebumen Kabupaten Kebumen setelah
berlakunya Undang-Undang No. 28
Tahun 2009
2. Pemberian Tanggapan
Tanggal : . Permasalahan yan;
Ko Peiaksgéiaau fg el dikunsultasigan 8
1 21-4-2010 Ketua DPRD Kota Raperda tentang Pendidikan baca
Sawahlunto tuiis Al-Qur’an
2 4-5-2010 Presiden Rl Desalkan MRP dan DPR Papua

kepada Permerintah untuk
mendukung penerapan SK MRP No.
4 Tahun 2009 .
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9-6-2010 | Wakil Ketua DPRD Kota

ok

. Tanggapan Raperds tentang
| Bentang - Pendidikan .
o 2. Tanggapan Raperda temtang
Sistem 'Keschatan Dacrah i

3. Tanggapan Raperda temtang

Pembentukan Lemibaga
Kemasyarakatan R
4. Tanggapan Raperda tentang
Pajak Daerah ;

5. Tanggapan Raperda  tentang’
Perizinan Bidang Kesehatan

6. Tanggapan Raperda tentang Izin
“Pengelolaan dan Pengusahaan:
Sarang Burung Walet :

11-6-2010 - | DPRD Kepulauan Riau 1. Tanggapan Raperda  teniang

Sistem Kesehatan Daerah
2. Tanggapan Raperda tentang

Pengeloiaan  Barang Milik
Daerah
24-6-2010 Ketua DPRD Kota Tanggapan Raperda teritang
Surakarta Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan Kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan
Daerah dalam rangka Mediasi dan Konsultasi di:

1.

o

i

©© N o

p—
S

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi
Sulawesi Selatan.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa
Timur.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi
Jambi.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi
Sumatera Selatan.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi
Kepulauan Riau.

DPRD Provinsi Kepulavan Riau.

Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
DPRD Kabupaten Lampung Timur,

DPRD Kota Bontang.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi
Maluku Utara.

Kanwi]l Kementerian Hukum dan HAM Provinsi

Bengkui




B.

Keg1atan Sub Dlrektorat Pengumpuian dan Pengolahan

Data

Pelaksailaan Kegiatan Kajian dan Inventansa& Peraturan
Daerah di 25 (dua puluh lima) _I{abu_paten/ Kota, meliputi:

Ho. ]+ 'K.A.BI.KQTA P:o.vi.ns.i HET.
T [Rab. Tamiang. e
2. | Kab.Pidie Jaya ¥
3. | Xab. Tanjung Ba1a1;_ . lat Sumatera Iji.ta:a
4. | Kab. 'E‘oba Samos:r = ; Sumatera Utara
5. | Kab. Solok Sumatera Barat
6. | Kota Sawah Lunto “Sumatera Barat
7. Kota ?rabumuﬁﬁ ..} Bumatera Selatan
5T Kab. Rokan Huku Rian
9. | Kab. Karangasem Bali
10. | Kab. Buleleng [Bali _
11. | Kab.Bontang Kalimantan Timur
12, | Kab. Tarakan Kalimantan Timur
13. | Kab. Tanah Kumbu Kalimantan . Selatan
14. | Kab. Gunﬁng Mas Kalimantan Tengah
15. | Kota Gorontalo Gorontalo
16. | Kab. Bone Sulawesi Selatan
17. | Kab. Takelar Sulawesi Selatan
18. | Kab. Bitung | Sulawesi Utara
i9. | Kab.Bolaang Mongondow . Sulau..resi Utars -
20. | Kab. Bombana Sulawesi Tenggara
21. | Kab. SBumbawa Nusa Tenggara Barat
22. | Kota Ambon Maluku
23. | Kota Ternate Malgku
24. | Kab. Biak Papua Barat
25. | Kab. Jayapura Papua
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C. Kegiatan Sub Direktorat Pembinaan Teknik Perancangan
" Peraturan Daerah ' '

Kegzatan Pembmaan Tekmk Perancangan Peraturan

Daerah
: Tanggal . s
Ho.. .- Kegiatan Jenis Kegiatan Penyelenggara
1 1 April 2010 | Narasumber Pemahaman Peraturan | Sesditjen PP -
: Perundang-undangan tentang Sinergi
| Pengaturan Undang-Undang nomor
10 Tahun 2004 dan Updang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 1 e e
.2 7 April 2010 | Narasumber Pelatihan Jabatan | BPSDM
S R Fungsiohal ** Peranceng  Peraturan '
Perundang-undangan
3 14 Aprit 2010 | Narasumber Seminar dan Lokakarya | ADEKSI
. tentang Prolegda
4 15 April 2010 | Narasumber Sosialisasi dengen materi | Ditjen PP dan
Pemnbentukan Peraturan Daerah yang | Kanwil Kementerian
harmonis  -berdasarkan  Undang- | Hukum dan HAM
Undang Nomor 10 Tahun 2004 Provinsi Kalnnantan
Barat
5 19 April 2010 | Narasumber Diklat Legal Drafling Kementerian
Komunikasi dar
Informatika
6 20 April 2010 | Narasumber Kegiatan Publikasi dan | Sekretariat Dacrah
Sosialisasi Produk Hulcum Daersh Pemerintah Kota -
Bandung
7 20-21 April Narasumber Seminar Nasional DPRD | ITTC
2010 se- Indonesia
8 29 April 2010 | Narasumber Pelatihan Jabatan | BPSDM
Fungsional Perncang  Peraturan
Perundang-undangan
9 29 April 2010 | Narasumber Universitas
Brawijaya
10 6 Mei 2010 Narasumber Pemahaman Peraturan | Sesditjen PP

Perundang-undangan dengan materi
Sinergi Pengaturan Undang-Undang
Nomor. 10 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam
Pernbentukan Peraturan Daerah

11 7 Mei 2010 Narasumber = Pelatihan Jabatan : BPSDM
Fungsional Perncang  Peraturan
Perundang-undangan
12 8 Mei 2010 Narasumber = Workshop  Nasional | Workshop Nasional

dengan materi Kedudukan Badan
Legislasi Daerah dalam Perancangan
Penyusunan Peraturan Daerah

13 12 Mei 2010

Narasumber Seminar dan Lokakarya
Nagional “ Best Practice Pengaturan

BAPPENAS

rélayanan FuRli di Laeran .,




14.

18 Mei 2010

Narasumber  Pelathan  Jabatan
Fungsional - Perancang - Peraturan
Perundang-undangan :

BPSDM

15.

17-19 Mei 2010

Pembimbing

Jabatan
‘Peraturan

Pelatihan
Fungsional -~ Perancang

Perundang-undangan di Pemda Garut

BPSDM

16.

50 Mel 2010

Harmonisasi,

Narasumber Workshop Penguatan
Peran - Baleg -~ .- DPRD - -dalam
_ o - Pembulatan,
Pemantapan Konsepsi  Penyusunan

‘Raperda: "

Garda Indonesia

17.

10-12 Juni
2010 -

Narasumber . . -Keglatan . Fasilitasi
Penyusunan

Peraturan . Perundang-:
undsngan ;i moe e eyt

Kementerian
Pendidikan
Nasional RI

8.

11 Juni 2010 -

Naraswmber, - Fasilitasi . . Peraturan,
{ Perundang-undangan y

Bire, Bukum dan

Organisasi

‘riKementerian

Pendidikan
Nasional

19.

12 Juni 2010

Narasumber Bimbingan Teknil

Pusat Studi Kajian
Pemberdayaan
DPRD

20,

14 Juni 2010

Narasumber Bimbingan Telmik -

PEPSD

21.

14 Juni 2010

Narasumber * Teknis Legul Drafting
Legislasi Penyusunan Produk Hukum
Daerah”

Lembaga
Pengembangan
Akuntabilitas dan
Keygangan

22.

15 Junt 2010

Jabatan
Perataran

Pelatihan
Perancang
undangan

Fungsienal
Perundang-

BPSDM

23.

15 Juni 2010

Pelatihan Jabatan Fungsional
Perancang  Peraturan  Perundang-
undangan “Tata Cara dan Proses

Penvusunan Peraturan Paerah”

BPSDM

24,

17 Juni 2010

Pelatihan Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan  Perundang-
undangan

BPSIIM

25.

18 Juni 2010

Narasumber Peningkatan Kemampuian
SDM Bidang Penyusunan Perundang-
undangan

Kementerian Sosial
RI

26.

23 Juni 2010

Narasumber Diklat Penyusunan dan
Perancangan Peraturan Daerzh bagi
Pejabat  Strategis di  Hngkungan
Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
Tahun 2010

Kementerian Dalam
Negeri

27.

23-24 Juni
2010

Narasumber Kegiatan Rakor Panitia
Daerahh Tk. I Pokja RANHAM:
“Harmonisasi Peraturan Perundang-
undangan Bernuansa HAM®,

Kanwil Kementerian
Hukum dan HAM
Provinsi Sumatera
Utara
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Kegiataxil Sub Direktorat Perencanaan dan Pelaporan
1.

Rapat Pembahasan tentang Penetapan Pimpinan
Definitif DPRD  Kabupaten -Kaimana dengan

___penyelenggara Kementerian Koordinator Bldang

Politik, Hukum dan Keamanan. - =
Narasumber ‘kegiatan blmbmgan teknis/Legal

_ Draftmg di Pemerintah Daerah . Kabupaten Takalar
:'PI'OV11’181 Sulawesi Selatan. i
-'-.'-_Rapai Pembahasan Draft Pedoman Parameter
' "Gender ‘dengan penyelenggara Kemneterian
. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
'Rapat Tim Pembentukan Kantor Pelayanan Hukum

dan HAM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukumn dan HAM.
Rapat Pembahasan Akuntabilitas Biaya
Penyelenggaraan Pilkada dan Mekanisme Peradilan
Tahapan Pilkada.




DIREEKT@RAT LITIGASE PERUNDANG-UNDAN@AN

A Kec'zatan Dlrektorat thzgasz Pemndang~undangan adalah:

N

4

Penanganan permohonan pengujzan undang -undang
terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik

"Indonessta Tahun 1945 serta Sengketa Kewenangan

Lembaga Neaara

:'-_Menyusun telaahan terhadap berbageu permasalahan :
. yang dltugaskan plmpman kepada Dlrek orat Litigasi -
__”_Perundang—undangan -
Melaksanakan tugas- tugas dalam bentuk fim-tim

fasilitasi guna mendukung pelaksanaan tugas pokok

'dan fungs1 Direktorat Litigasi Pemndang undangarn.

Menyusun dan menyampaxkan Iaporan Is:egzatan

B. Hasil yang dicapai

1.

Perkembangan Penanganan Pengujian undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dalam periode triwulan II (April,
Mei, dan Juni), dengan rincian sebagai berikut:

a. Permohonan vang diterima tahun 2009 dan belum
diputus pada periode April-Juni 2010 sebanyak 10
(sepuiuh) permohonan dengan rincian sebagali
berikut:

e ' Permohonan Nomor 24 /PUU-VII/2009: Pengujian

Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,
Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28,
Pasal 29, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43,
Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59,
Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 105, Pasal 106,
Pasal 107 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Pasal
2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 3 ayat (1},
dan (2) huruf d, Pasal 4 ayat {1}, (3) dan (4), Pasal 5

ayat (1}, Pasal 6, Pasal 7, Pasal T2 hurure, & et




2
Fd

¢ EEGISLASI INBONESIA- Vol 7 05— AEUstIs 2010
Lol Mo — A Gustus 2610

I8 hurufi, Pasal 23 ayat:{2) dan (3) , Pasal 34 ayat

(3) dan (4), Pasal 40 ayat (5), Pasal 43 ayat (3), Pasal

44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (7)
_dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
- :tentang Partal Pohnk Pasal 4 ayat (3 ) Pasal 8 ayai
" (1) huruf a s.d. f, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal
16 dan Pasal 17 dan Pasal 172 s. d. Pasal 201
_ __sepanjanc mengena1 “hasil penghltungan suara
o terhadap surat suara yang dmyatakan iidak Sah

dan’ penwhltungan szsa surat suara bagi pemilih

.yang tidak hadir dalam Pemﬂu dalam talrap
S Menunggu 51da_ng pumsan '
0 _Permohona.n Nomor 115/PUU VII/2009 Pengujlan

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagaker;aan dalam tahap Menunggu sidang
putusan; \

Permohonan Nomor 121/PUU-VII/2009: Pengujian

-~ Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam

‘tahap Menunggu sidang putusan;
‘Permohonan Nomor 124/PUU-VII/2009: Pengujian
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam tahap
Menunggu sidang putusan;

Permohonan Nomor 137/PUU-VII/2009: Pengujian

Pasal 44 ayat (3), Pasal 59 ayat (2), (4), dan Pasal

68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam
tahap Menunggu sidang putusan;

Permohonan Nomor 141/PUU-VII/2009: Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam tahap
Menunggu sidang putusan;




- e - Permohonan Nomor 144 /PUU-VII/2009: Pengujian
. Pasal 16.ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

.- 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

-~ Pembayaran Utang, dalam tahap Menunggu sidang

.. ~putusan; -
.» “Permohonan Nomor 149/ PUU vii/ 2009 Pengujla_n
Pasal 10 ayat (2}, (3), Pasal 11 ayat (3),.(4), Pasal

20, Pasal 33 ayat (1), (2], dan Pasal 56 Undang-

"Ketenagahstnkan dalam tahap Menunggu sidang
'3_putusan :
«  Permohonan Nomor 152/PUU VII/2009 Pengujlaﬂ
~ Pasal 219 ayat (1) Undanngndang Nomor 27 Tahun
.’2009 tentang Ma}ehs Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakllan Rakyat Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakﬂan ‘Rakyat Daerah,
_ dalam tahap Menungou sidang putusan;
s+ Permohonan Nomor 153/PUU-VII/2009: Pengujian
~ 7 Pasal 20 Ayat (3) dan Pasal 23 Ayat (3) Undang-
Undang Nomor 30 _’I‘ah_l_zn 2007 tentang Energi,
'dalam tahap Menuﬁg_gu sidang putusan;

b. Permohonan yang dltenma pada periode Januari-Juni
Tahun 2010 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) permohonan,
dengan rincian sebagai berikut:

1) Permohonan yang diterima pada periode Januari-Maret
2010 sebanyak 20 {dua puluh) permohonan.
' 2) Permohonan yang diterima pada periode April-Juni 2010
sebanyak 27 (dua pulub tujuh}.
3) Permohonan yang sudah diputus sampal dengan
triwulan II sebanyak 7 (tujuh) permohonan.
4) Permohonan yang belum diputus sampai dengan
triwulan II sebanyak 40 {empat puluh) permohonan,
dengan rincian sebagai berikut:

B Undang Nomor 30 Tahun 2009 ‘tentang
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' *..}.,:.Permohonan Nomor '1/PUU-VIII/2010: Pengujian

o Undang= Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

=

-,-.-:Pengacizlan “Anak,  dalam: tahap Mendengarkan

: Keteranfran Saksi/Ahli ‘dari Pemohon dan . Pemerintah;
Permohonan Nomor 2/PUU-VIII/2010: Pengugzan

..-::_'Undang Undang Nomor 40 Tahun 20(37 tenLang_

"":1 angka 4. angka 7 dan angka 18 Pasal 16 ayat (),
Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21 Pasal 23

 ayat (2), ayat (4), ayat (5); ayat (6), dan Pasal 60 ayat

(1) Undang Undang Nomor 27" Tahun 2007 Tahun

.""tentano Pengeloiaan Wﬂayah Pesmu‘ dan Pulau-Pulau

Kecﬂ dalam tahap Mendengarkan Keterangan Saksi
‘dan Ahh dan Pemohon dan Pemermtah

Permohonan Nomor 5/ PUU VIII / 2010 Pengujlan Pasal
1 angka 4, angka 7, dan angls:a 18, Pasal 16 ayat (1),
Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23
ayat (2) ayat (4), ayat {5}, ayat {6) dan Pasal 60 ayat
(1) Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tahun
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
. Kecﬂ dalam tahap Mendenwarkan Keterangan Saksi
dan Ahli dari Pemohon dan Pemermtah

Permohonan Nomor 6/PUU-VIII/2010: Pengugzan Pasal
30 Ayat (3) huruf c Undang- Undang Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kejaksaan daiam tahap Mendengarkan
Keterangan Pemerintah, DPR, ~dan Saksi/Ahli dari
Pemohon dan Penierintah; ' '

Permohonan Nomor 7/PUU-VIII/2010: Pengujian
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dalam tahap Mendengarkan
Keterangan Pemerintah, DPR, dan Salksi/Ahli dari

remohon;




""Permohonan Nomiot: 8/PUU VIIlI/2010: Pengujxan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang
.+ Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan:Rakyat,
wrdalams tahap Keterangan Pemermta_h DPR dan Saksi/

.: Ahli dari Pemohon

Permohona.n Nomor - IO/PUU Vm/zo 10:- Pengujlan 1918]
‘No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehak1man_-"

= _[Pasal 24 ayat (2)} Penc’upem Undang~Undang Nomor. 3. -
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas. Undang-. o

---:-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang ‘Mahkamah

Agung: {Pasai 66 ayat (1)]:dan Pengujian Undang-
'-"--._Unda_ng Nomor:8 Tahun' 1981-tentang Kitab Undang-

: :;Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 268 ayat (3)], dalam

- ... tahap: Mendengarkan Keterangan. Pemermtah DPR,
- dan Sak51/Ah11 dari Pemohor; .« o - -

- Permohonan: Nomor 12/PUU VHI/QOIO Pengupan

Undang undang Nomor-36 Tahun 2009 tentang

i Kesehatan, dalam tahap Mendengarkan keterangan Ahli
“‘dari Pemohon; : : :

Permohonan Nomor 13/PUU-VIII/2010: Penguglan

. Undang-undang: Nomor 4/PNPS/1863 tentang

' Pengamanan terhadap Barang-Barang Cetakan yang
isinya dapat Menggangu Ketertiban Umum, dalam tahap
Mendengarkan ket Ahli dari Pemohon;

- Permohonan Nomor 16/PUU-VIII/2010: Pengujian
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
- Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
dalam tahap Mendengarkan Keterangan Pemerintah,
DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemmohon,;

Permohonan Nomor 17/PUU-VIII/2010: Pengujian
Undang-Undane Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam tahap
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Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan
~ Saksi/Ahli dari Pemohon;

Permohonan Nomor 19/PUU-VIII/2010: Pengu_uan
Materiil Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam tahap
- Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait, Saksi/Ahli
~.dari Pemohon dan . Pemerintah;

.-Permohonan Nomor . QO/PUU VIII/QOlG Pengu_}zan

- ‘Materiil: Undang-Undang Nomor: 4/PNPS/1963 tentang

:Pengamanan terhadap Baranc—Barang Cetakan yang
- isinya dapat Mengganggu Ketertiban Umum, dalam
tahap Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pemnohon;:

Permohonan Nomer 21/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal
303 Ayat {1}, ayat (2}, ayat (3), Pasal 303 bis Ayat (i)
dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974
tentang Penertiban Perjudian [Pasal 1, Pasal 2, Pasal
3, Pasal 4, dan Pasal 5} dan Pengujian Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, dalam tahap Mendengarkan
Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari
Pemohon;

Permohonan Nomor 22 /PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal
268 Ayat (1) dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam
tahap Pemeriksaan Perbaikan Permohonan;

Permohonan Nomor 23/PUU-VIH/2010: Pengujian Pasal
184 ayat {4} Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 23 tentang
MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam tahap Mendengarkan
Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari
Pemohon;

Permohonan Nomor 25/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal
22 huruf { dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor
4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan
Permohonan;




' Permoheonan Nomor 26 /PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal
184 ayat ( } Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
- tentang MPR; DPR DPD, dan DPRD, dalam tahap
Mendengarkan Keterangan Pemeuntah DPR, dan

o -_Saksz/Ahh dari Pemoﬁhon

Permohonan Nomor 27/PUU- VEII/ZO 107 ?enguﬁar@

7 'Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

-'_'_9008 teu,«mﬂg Pemzhb an Umum Anggota DPR, DPD, dan_ .

2 DPRD, dalam tahap’ Mendengaﬂkan keteramgam KPU -
L Pusat dan KPU szor Terigah Selatan;

“Permohonan Nomor 28/PUU: LYIIT/2010:°P nguﬁan'
Materiil Pasal 65 dan Penjelasan Pasal 65 Undang-
" Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
" Undang Hultum'Acara Pidana, dalam tahap Pemeriksaan
Perba,tkan Permohonan, o ' -

Permohonan Nomot 29/PUU-VIII/2010: Pengujian
Materiil Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12

" Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan
S Permohonan; ' :

‘Permohonan Nomor 30/PUU-VIII/2010: Pengujian
Materiil Pasal 22 huruf a, huruf ¢, dan huruf {, Pasal
38 huruf a, Pasal 51, Pasal 52 ayat {1}, Pasal 55 ayat
(1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal
75 ayat {4}, Pasal 172, dan Pasal 173 ayat {2) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara, dalam tahap Pemeriksaan
Perbaikan: Permohonan;

Permohonan Nomor 31/PUU-VIII/2010: Pengujian
Materiil Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan
Permohonan;
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e -Permohonan Nomor 32/PUU-VIII/2010: Pengujian
-Materiil Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal
- 10.huruf b.dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan

.- Permohonan; '

e Permohonan Nomor 33/PUU- VEII/QOlO Pengu_]lan
' Mateml Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tenta:ag Perubahan Kedua atas Undana—

Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintathan
Daerah, dalam tahap Pemeriksaan Perbaikan
'Permohonan

e - Permohonan Nomor 34/ PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal
113 ayat {2), Pasal 114 beserta penjelasannya, dan Pasal
199 ayat {1} UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;

» Permohonan Nomor 35/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal
256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, dalam tahap Pemeriksaan
Pendahuluan;

»  Permohonan Nomor 36/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal
235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 itentang Pemerintahan Daerzh dan
Pengujian Pasal 5 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilthan Umum, dalam tahap
Pemeriksaan Pendahuluan;

« Permohonan Nomer 37 /PUU-VIII/2010: Pengyjian Pasal
29 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;

« Permohonan Nomor 38/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal
213 ayat {2) huruf e dan h Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam
tahap Pemeriksaan Pendahuluan;




| __229 angka 5 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002
‘tentang Komisi® Pemberantasan Tindak Pzdana Komp31
‘dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan; -

':r__- '_;"-pemohonan Nomor 40/PUU-VIII/2010: Pengujlan Pasal
63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tenta.ng Perubahan ‘Kedua atas ‘UUNomor 32 Tahun

'_]'.'2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam tahap._’ :

i : -.=Pemer1ksaan Perbalkan Permohonan _
= Permohonan N_omor_ 41/PUU _VIII/ZO 10 Pengujian

“Materiil Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25
“ayat {2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28
ayat (2), Pasal 29 ayat {2), Undang-Undang Nomor 8

...Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengujian
. Materiil Pasal 303 ayat {1}, ayat:(2), ayat {3), dan Pasal

303 bis ayat (1) dan ayat {2}, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana; Pengujian Materiil Pasal 1, Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 7
.. Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam tahap
Pemerlksaan Pendahuluan .

Permohonan Nomor 42/PUU VIII/2010 Pengujian
Materiil Pasal 10, ayat (2), Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;

Permohonan Nomor 43/PUU-VIII/2010: Pengujian Pasal
7, Pasal 96, Pasal 262 ayat (1) huruf f, dan Pasal 263
ayat (3} Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam tahap
Pemeriksaan Pendahuluan;

Permohonan Nomeor 44/PUU-VIII/2010: Pengujian
Materiil Pasal 58 huruf ¢ dan Pasal 58 huruf f, Undang-
Undang Nomor 172 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, dalam tahap

'a 3
Penrerityaan-Perrdabralaan;
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ce: . Permohonan Nomor 45/PUL-VII/2010: Pengujian Pasal
12 huruf k Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilinan Umum Anggota DPR, DPD, dan
DPRD, dalam tahap Pemeriksaan Pendahuluan;

_» Permohonan Nomor 46/PUL-VIII/Z010: Pengujian
Materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-
o Undang Nomor. 1 Tahun 1874 fentang Perkawinan,

- ‘dalam iahap Pemeriksaan Pendahuluan; '

o Permohonan Nomor 47 /PUU-VIII/2010: Penguiian Pasal
9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tabun
1969 teniang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/

- Duda  Pegawail, dalam tahap Pemeriksaan
Pendahuluan..

Dibawah ‘ini disajikan grafik Perkembarngan Penanganan
Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam periode Triwulan
i {April, Mei dan Juni), sebagai berikut:

REEAPITULASI PENGUJTAN UNDANG-UNDANG DI MAHEAMA®
KONSTITUSI TRIWULAN II (APRIL-JUNT 2610)

& Pemchonan

B [itclak

Tidak Dapal Ditedima
& Dikabukan

& Dilarik Kerrball

MK Tidak Berwanang
Belum Diptius

Sisa 2009 2010




2. Menyusun telaahan terhadap berbagai permasalahan yang
N dltugaskan pimpinan kepada Dxrektorat L1t1gasz Perundang~
- undangan, sebagai berikut: ' ' :

a.

Surat dari Dnjen Hukum dan Perjanjian Internasional

p 'Kementerzan Luar: Negen RI mengenai Biaya

'operasmnal penangguiangan tumpahan minyak di Laut

Timor akibat tumpahan mmyak darl Montana Wellhead

. Platform Australia. .

“‘Surat dari Tnmty Law" Ofﬁce mengena:z Keberatan dan _
“"Mohon" Pemnjauan Kembah atas Surat No 30 / KMA /

' "IH/QOIO ' ' '

Surat ‘dari Sdr. Arsadi- mengenai keberatan terhadap

‘surdt dari Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Nomor:

800/250/437 73/2010 Tanggal 8 Februari 2010 perihal
batas usia pensiun dan surat dari Pit. Sekretaris

" Daerah Kabupaten Gresik Nomor: 800/964/437.73/
© 2010 Tanggal 23 Maret 2010 penhal pembentahuan

ke-2 batas usia pensiun.

Surat dari Sdr. Bahar mengenai permohonan bebas dari
Lembaga Pemasyarakatan Batu Nusa Kambangan.
Surat dari Direktur Reskrimum Kepolisian Daerah
Meiro Jaya mengenai Permohonan Penunjukan Ahli
Hukum Tata Negara dan Penunjukan Saksi Ahli Bidang
Perseroan Terbatas.

Surat dari Ditreskrim Polda Kepulauan Bangka
Belitung mengenai Bantuan saksi ahli.

3. Kegiatan Tim pendukung.
Perkembangan kegiatan tim pendukung sebagai berikut :

a.

10 (sepuluh) Tim Penyusunan Keterangan Pemerintah

atas Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang sudah melaksanakan konsinyiring yaitu:

o bidang Politik tanggal 23-25 Mei 2010.

o bidang Ekonomi dan Keuangan tanggal 18-20 Juni
2010,

+ bidang Sumber Daya Alam tanggal 24-26 Juni 2010.
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b. 3 {tiga} Tim Penyusunan Keterangan Pemerintah atas
Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (SBK)

- sudah dilaksanakan kegiatan konsinyiring.

¢. Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Sejarah

© - Pembentukan -Undaﬂngndang Nomor 46.Tahun 2009

- .tentang Pengadilan Tindak _Pidana Korupsi dalam tahap
pengumpulan bahan.

-d. Tim Kerja Penyusunan Anahsls ?uiusan Mahkamah

- Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang ierhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dalam tahap pengumpulan bahan.

.e. 6 {enam) kegiatan forum konsultasi pendalaman materi
sudah dilaksanakan di: Aceh, Ambon, Medan, Lampung,
Yogyakarta, dan Mataram.

f. 1 (satu) kegiatan kajian putusan Mahkamah Konstitusi
atas pengujian Undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
sudah dilaksanakan Tanggal 27-29 Juni 2010 di Padang.




DIREETORAT PUBLIKASI, KERJA SAMA DAN

PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Kegiatan Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-
undangan ' o ' '
Pembeman Nomo;. dan Tahun LN /TLN dan BN /TBN
Pemberian Nomor dan Tahun pada media LN/TLN dan BN /o

_ ~ TBN sudah ézlaksanakan sebagalmana mestinya.

'.'.Terhltu“lg muiau tanggal ca Januarl 2010 sampai: dengan? :

“tanggal 31 Maret 2010, telah dibenkan nomo:r'
penmndangan sebagai berikut: B '
1. Lembaran Negara mulai nomor 58 s.d nomor 82;

2. Tambahan Lembaran Negara mulai nomor 5124 s.4d.
nomor 5139; ' SRR

3. Berita Negara mulai nomor 240 s, d nomor 318

4. Tambahan Berita Negara 1.

Rincian jenis peraturan perundang- und‘éngan yvang

diundangkan dalam LN/TLN mulai: tanggal 2 Januarl s.d

31 Maret 2010 sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumliah Peraturan Perundang-Undangan
Dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara dan
Berita Negara Triwulan II {1 Axpil s/d 30 Juni Tahan 20 i)

i Jumlajl | Jumlah | Jumish | Jumlah
Ko. Jenis Peraturan Perundang-undangan - o - 4 BN

1 | Undang-Undang 4 4

2 | PERPU '

3 | Peraturan Pemerintah 12 9

4§ Peraturan Presiden S

5 | Peraturan Bank Indonesia 4 &

6 | Peraturan BPK

T | Peraturan KAPGLRI 7

8 | Peraturan Menteri Pertahanan 1

4 | Peraturan Menteri Perindustrian S

10 | Peraturan Menten Agama 3
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11 | Peraturan Menteri Kehutanan 15
12 | Peraturan Menteri Hukum dan HAM 4
13 | Peraturan Meneg Perumahan Rakyat -
14 | Peraturan Meneg Pemberdayaan 1
Perempuan
15 | Peraturan Kepaia Sandi Negara - 4
16| Peraturan Menterl ESDM H
17, Peraturan Menteri Pertanian 3
18" | Peraturan Menteri Keuangan’ 46
'19 | Peraturan Kepala Lembaga Perlindungan -
Seksi dan Korban o
20 | Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Analisis -
-| Transaksi Kenangan
21 | Peraturan Kepala BKPM -
22 | Peraturan Menteri Dalam Negeri 10
23 | Peraturan Menteri Pendidikan Nasional -
24 | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 3
25 | Peraturan Menteri Perdagangan 3
26 | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 1
Transmigras:
27 | Peraturan Kepala Badan Narkotika 4
Nasional
28 | Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat 1
29 | Peraturan Badan Wakal Indonesia i
30 | Peraturan Menteri Riset & Teknologi 2
31 | Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, -
Menteri ~ Perencanaan  Pembangunan
Nasional/Kepala Bapenas dan Menteri
Dalam Negeri
32 | Peraturan Sekretaris Jenderal 1
Ombudsman
33 | Peraturan Komisi Informasi 1
34 | Peraturan Kepala BMKG 1
35 | Peraturan Komisi Pemilthan Umum 10

JUMLAH

25

16

128




'p'saisaé.sm »
{TENTANG)

HO NO JENIS

iy TN | PERATURAN DIBAHKAN | DIUNDANGKAN

' o B F‘ERTANCGU!\CJAWAEAN ATAS ?ELAKSANAAI\I
55 | 58 | 514 G ! ANGGARAN PENDAPATAN DAN EELAN}A NEGARA 01/0472010 GHO4ZG10
S CANGGARAN 20087

53 | 804 5135 PP 43| TATATARA PE“%ETAF‘AN KAWA.,AN KHI}SUS 05042010 . 0510412010
60 | 60 | 5128 PR <44 | PREXURSOR S 05/0472010 05/04/2010

) : <] TRANSAKS! REPURCHASE AGREEMENT CHINESE
61 | 61 | 5127 iz | 1205 £rUAN TERHADAP SURAT BERHARGA RUPIAH O7/472010 07/4/2010
- - oo BANK KERADA BANK SNDONESA' :

ENCTAGLAN, UANG KEHORMATAN, DAN TG s
3 HAK LAIN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA: - | 14/841201C 1410412010
1 OMBUDSMAN REPUBLIK INDIONESIA ™~ :

T PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
1 NOMOR 13/46/PA2009 TENTANG SERTIFIKAS]
MANAJEMEN RISIKO BAGI PENGURUS DAN
PEJARAT. BANK UMUM - :

£1 | 64 PP 45 | PERUSAHAAN UMUM {PERUM) JASATIRTAE 03/0572010 G010

| PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN

...~| PERSETIIAN PENGHINDARAN PAJAK

| BARGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK

| INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYS!IA DAN
PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGAN) DI
KUALATHIPUR TANGGAL 12 SERTEMBER

1591 (PROTOCOL TO AMENDING THE AGREEMENT
{BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC

- OF iNDONESIA ARG THE GOVERNMENT OF
IALAYSIA FOR THE OF DOUBLE TAXATION AND
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH
RESPEGCT TO TAXES ON INCOME ANDITS
PROTOCOL SIGNED AT KUaLA i.UMPUR ON 12
SEPTEMBER 1831):~ -+

] JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN

""7 NEGARABUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA

BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN -

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN

67 | 67 | 5131 PP 48 | NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA 25/05{2010 25/05/2010

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM
NEGARA MELALUI PENERBITAN SAHAM BARU
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERQ) PT

WASKITA KARYA

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 47

68 | 68 | 5132 Ut 2 | TAMUN 2009 TENTANG ANGGARAN FENDAPATAN 25/05£2010 2510512010

DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010

JENIS DAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA

0| 70| 5133 PP 50 | BUNAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN 26106/2010 2510512010

MEGARA R

PERUBAHAN KEDUA ATAS PEATURAN BANK

INDONESIA NOMOR T/40/PBY2005 TENTANG

i PR} 1218 | PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG 03/06/2010 0310612010

KERTAS RUPIAH PECAHAN 10.000 (SERPULLIM

RIBU) TAHUN 2005

PENDIRIAN PERUSAHAAN PENERBITAN SURAT

BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA i

PEMINDAHAN IEBUKOTA KABUPATEN MADRIN DAR]

WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN

MEJAYAN KABUPATEN MADILIN PROVINS! JAWA

TiMuR

74 7 74 5135 PP 53 | DISIPLIN PEGAWA} NEGERI SIPL GEIGBIZ010 06/06/2010

PEMESRIAN GAJVPENSIUNMTUNJANGAN BULAN
KETIGA BELAS DALAM TAHLIN ANGGARAN 2010
KEPADA PEGAWAI NEGERY, PEJASAT NEGARA,
DAN PENERIMA PENSIUNTUNIANGAN
PEMCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANT] UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TARUN

2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- =
78178 1 513 W 3. | i B NESIOR. 20 TAUN 2007 TENTANG 150872010 | 16052010
KOMISI PEMEERANTASAN TINDAK DIDANA
KORUPS!

62 {62 | s e

63| 63| 5128 FBi L A 1910472010 1913412010

85 | 65 FERPRES | 65

66 :{ 86 -} §130 FP 24/05/2010 240052010

68 { 68 ep 49 25/0512010 250512030

7] 72 kp 51 0610612010 0810612010

73173 | 5134 PR 52 08/06/2010 05/06/2010

/] 78| 516 PP 54 15062010 180872010




¢ Epsisinse upoyEsia Vol 3

£,
¥

Mo, o Agusing. 2010

77

77

PERPRES

40

FENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE [N GGCDE

| UNBER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON

COMPREMENSIVE ECONOMIC COOPERATION
BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST
ASIAN HATIONS AND THE REPUBLIC QF INDIA
{PERSETUIUAN MENGENAI PERDAGANGAN
BARANG ' DALAM PERSETUJUAN KERANGKA
KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI
MENYELURUH ANTARA PERHIAPUNAN BANGSA.
HANGEA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA)

1510512010

156612010

5

78

‘PERPRES

43

PENGESAHAN PEREETUJAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPLALIK SLOVAKIA MENGENA!
PEMZEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR
DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REFUBLIC
OF INDONESIA - AND THE GOVERNMENT OF THE
SLOVAK REPUBLIC - ON VISAEXEMPTION FOR

HOLDERS OF DIFLOMATIC f PASSFORTS AND

SERVICE PASSPORTE)

$T8I2ZME

17082010

79

79

PERPRES

PENGESAHAN BERSETUJUAN MTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAT
PEMBEBASAN VISA BAG PEMEGANG PASPOR

CDIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT |

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REFPUBLIC
OF INDONESIA . AND. THE . COVERMMENT OF. THE
REPUBLIC OF BULGARIA ON VISA EXEMPTION
FOR HOLDERS OF DIFLOMATIC AND SERVICE
PASSPORTS)

exe]

80

PERPRES

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUELIK INDONESIA DAN
PEMERINTAM RESUSLIK BULGARIA MENGENA!
HERJIA SAMA EXONOMI (AGREEMENT BETWEEN

YHE GOVERNMENT OF THE REFUBLIC OF

INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF. BULGARIA ON ECONOMIC
COOPERATIQ)

2

8%

uu

2HOE2010

210812010

PENGESAHAN PERJANIAN ANTARA RESUBLIK

| INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG

PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KECUA
NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA,
2005 (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE
RELATING TQ THE ELIMITATION OF THE
TERRITORIAL SEAS OF THE WO COUNTRIES IN
THE WESTERN PART OF THE STRAIT OF
SINGAFORE, 2008)  ~ -

22108204

2200612010

a2

82

5139

gl

ki)

PRINSIP KEHATI-HATIAN DN_‘\M MELAKSANAKAN
AXTIVITAS KEAGENAN FRODUK KEUANGAN LUAR

2910512010

29/66/2010

NEGER OLEH BANK tIUM




Lampiran Berita Negara: '

IFOOHESIA NOMOR 63 TAHUN
2050

KEBERHASI AN BIENYUSUL

HO KD PEMRAKARSAL: . PENJELASAN
B e NOMOR PERATURAN - [TEHTANG) DISAHKAN | SIJHDANGEAN
T AR LAY ANAR BADAIE
_ : LAYAMAN LMUM LEMBAGA
: IR RN FENGELOLA DANA EERGULIR,
| PERATURAN MENTER HEUANGAN KOPERASI DAN USAHA - |0l
17 | 167 REPUBLIK INDONESIANOMOR WIKROD, KECI, AN B5T42010 | DS042010
TP 252010 HENENGAH PRDA™ o
KEMENTRIAN NEGARA © 500
HOPERAS DA YGAHA Kﬂcsu_
DAN LENENGAH
PEDOMAN PENGHTUNGAN -
B i L SENGKREDITAN PAJAK - 1s
. . : - . PRI '] b
S e FERATURAN MENTERI KEUANGAN -gﬁgﬂﬁﬁ"&;ﬁ“s _MA s
8, : -$§§‘§EL€'3;;‘2‘5;§NE“‘A NOMOR- ELAKUKAN RENYERAHAN 5p4010,
o " VARG TERUTANG PAJAK-DAN -
FENYERAHAN YANG TIDAS. -
TERUTANG PAIMK - =
T : FEDGMAN PENGHT UNGRN T
SERATURAN MENTER] KEUANGAN SO i s
166 § 189 REPUSLIK NDONESIANCMOR © - osipsizeio | gsm0n0
: ' TIPHK D300 KEAA PAJAR YANG K
MELAKURAN KESIATAN -
USAHA TERTENTU
FERUBAHAN ATAS T
PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR - .
SBAIPMK03/2007 TENTANG -
PENENTUAN TANGGAL
JATUH TEMPO PEMEAYARAN,
PERATURAN MENTER] KEUANGAN _ DA PENYETORAN PAJAK,
7| 170 REPUELIK INDONESIA NOMOR .. FENENTUAR TEMPAT OEMEN0 | 0842070
BOFMK 032010 ' PEMBATARAN PAJAK, DAN * |7
4 : TATA CARA PEMBAYARAN, -
PENYETORAN DAN
FELAPCRAN PAJAK, SERTA
TATA GARA FENGANGSURAN
AN FENUNDAAN :
SEMBAYARAN PAJAK
SAAT PENGHITUNGAN DAN
TATA GARA PEMBAYARAN
oo G U RO KEMBAL PAIAK MASUKAN
FERATURAM MENTER] KEUAKGAN YANG TELAA Ol KREDITKAN |
71 L am REPUBLIK INDGHESIANOWCR DAN TELAH £ BERIEAN 0504010 | 0s4m0t0
SURMK D3/2010 s PENGEMBALIAN BAG!
PENGUSAHA KENA PAJAK
YANG MENGALAM) KEADAAN
GAGAL BERPRODUKS!
FERATURAN HENTER] PENCIDIAN "RENCANA STRATEGIS
w2l MASIFINAL REFUBLIC INDOAESIA KENENTERIAN PENDIDIGAN | Z7/GHZ010 | 08042010
NOMOR 2 TASUM 5010 RASIONAL TAHUR 2010-2014
- AANS T, i
PERATURAN KEPALA BKPH gggg’;ﬁgﬁfﬁ JATACRS
. ( TR TH ENDALIA h,
173 | 73 REPUELIK INDONESIA NOMOR 7 D sy | WOMINO | 050042010
TAHUN 2010 s
WL,
4 P FENET ABAN TARE BEA
PERATURANMENTER KGUAIGAN MASUK ATAS IMPOR
174 ] 17 REPUBLINDONESIANONOR . BRODLK-PRODUC MIMUMAR | OTIAZM0 | 07082010
EORMCOTI2010, YANG MENGANDUNG ETHL
: ALKCHOL TERTENTU
PERATURAN MENTERT
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 8 PENERAPAN SEPULLH
175 175 PERINTUMGAN AMAF REFLRLK LANGHAR MERUIL D204 ORN4ZI0

176

17

PERATURAN MENTER
PERINDUSTRIAN REPUBLIK,
NGNS NOMOR 4404-
INDIPERAIZNNG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PFERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR
SUM-INDVPERAYZ003
TARNTANG PROGRAR
RESTRUXKTURISASE MMEEIN/
FERALATAN PARSIK GULA

CSI04IR01 0

QB0

FERATIIRAN SERIEN OMBUDSMAN

CROGAMSASI DAN TATA
KERS SERERTARIAT

RERRRE T TR

ORI SEMJER-PRIVED 1D

JENDERA, OMEUDEMAN
REPUBLIK INGONESIA

AT
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FEATRNGAT FETASURAN
KOMCDITAS PERTANAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TERTENTU DAR) NEGARA : :
78 | 78 RERUBLIK INDONESA NOMOR KOREA SALATANKE DALAM - | 18032010 1 - 080412040
1 SOPERMENTAN/OT. 1401242016 .~ WILAYAH NEGARA - : N
A R KESATUAN RERUBLIK *
IHOONESIA
T PERUBALIAN PERATURAN
_ PERATURAN MENTER! KEHUTANA MENTER KEHUTARAN
Am.| 1 REPUSLIK INDCONESIA NOMOR HOMOR : P imenhut 102008 | 01042010 | 0emarzesm
e PASImRA AN o TENTANG HUTAN TANAMAN y
- : HASIL RERABILITAS]
_ EERATURAN MENTER] KEHUTANAN, - o e :
180 | 86 REFLELIK INDONESIA NGHOR - K ONGERVAG: AL A iin senuzote | oswaizer
P Blmentul WA010 .
: LESTAR)
PERATURAN ENTERT REFAITARA FERMONONAN, BEVEERIAR, o~
11 ] 181 REFUBLIK INDONESIA NOMOR -© * DAN PENCABLITAN 12in 0842010 | caleareoin |
P 7menhat-1/2010 L PENGUSAHAAN TAMAN BURY - S
T PERATURAN LENTERI KFHUTANAN ? SURAT |ZN EERBURUBAN | -
q82°] 182" REPUELIK BNOONESIANONOR' -2+ TATAGARA PERMOHONAN | 08042010 | cearanm
: PR IVI0H0 - L 72 BERBURU o
PERATURAN FENTER] RENTANAN - PENGGOLONGAN AN TATA
153 | 18 REPUELIK (NOONESIA NOMOR - GARAPENETAPANJUMLAM | teidzote | esiaregin
o P A%menhut- 1212015 i SATWA BURL i
: PEDOMAN
. PERATURAN KEPALA SANDI NI ENCSARAMN '
124 | 1a4 NEGARA REPUBLIK INDONESIA R A o sy | 10022010 | Gavosrzan
NOMOR 8 TAHUN 2010~
: : LINGKUNGAN MSTANS:
: ; FEMERINTAH
FERATURAN KEFALA SAFEF -
185 | 165 NEGARA REFUBLIK INDONES'A ﬁ;gﬁi‘;ﬁgﬂg’f"s’ 0022010 | 03042010
NOMOR 9 TAHUN 2010
FERATURAN FEFALA SANDT -
188 | 165 NECARA REFUELIK INCONESIA SINRIAR TEMPATKESIATAN | yoizmo10 | oainarz010
HOMOR 10 TAHUN 2016 - .
S o PERATURAN ATAG
PERATURAN MENTER) KEUANGAN Egmgﬁm‘giggm
w7 | 187 REPUSLIK tNDONESIA NOMOR 1RO | 134207
o T 2P C2I2005 TENTANG
TATA CARA PENERBITAN
: SURAT KETETAPAN PASSK
PERATUEAN MENTER] KEUANGAN 1" =
1ee | 1ga REFUSLIK iNDONESIA NOMOR - © gﬁ;‘:ﬁ%;ﬁfﬂﬁ“ 104010 | 13042010
BAPMIDTI010 -
S 37 TATA CARA FELAREANARH
PERATURAN MENTER KEUANGAN FENAGIHAN DENGAN SURAT
183 | 189 REFLELIK INDONESIA NOMOR - PAKSADANFELAKSANAAN | 13042010 |  13/04/2010
BSIPME, 03 312010 BENAGIHAN SEETIA DAM
SEKALGUS
SATAS DAERAH KABUPATEN
PERATURAN MENTERI DALAM SERAM BAGIAN BARAT
150 | 180 NEGERI REPUBLIK INDONESIA DENGAN KABUPATEN WONI010 | 12042010
NOMOR 25 TAHUN 2010 1ALUKL TENGAH PROVINS!
: HMALUKY TENGAH
KRITERIA, STARAT. DAN
TATA GARA PENGENAAN
TARIF SEBESAR USD 6,00 {
HOL DOLLAR AMERIKA ) ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARS,
PERATURAN MENTER! RISET & ggm%“ﬁ%:mg
w19 TERNOLOG! NOMOR P 5042010 | 15042010
CUMIPERIIZOND ERLAN RISET DAty
TEKNOLOGS YANG BERASAL
DARI PERIZINAN PENELITIAN
AN FERGEMEANGAN BAGH
EERGURUAN TINGG! ASING
DAN LEMBAGA PENELITIAN
ANPENGEMBANGANASING, L [
SYARAT DAB TATA GARA
FENGENAAAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUiAN PAJEK YANG
PERATURAN MENTER| RISET 2 ﬁgﬁ?é%&iﬁhﬁmssr Dane
w2 | 10 TERROLOGI NOMOR T 1si04203c | 1560412010
OBWPERAVIZON0 TEREOLOGT YANG BERASAL
DARI JASA SEWA
PRASARANA PUSAT
PENELITIAN ILMU
PENGETAHUAN DAN
TERNOLOGL
FERATURAN MENTERT DAT AN BEDOMAN FENGECOLAA
B G 4 R G i e i aR oY SRS TR T ICEY RS FRiE st TERIRFZGRD
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B. Subdirektorat Kerja Sama
Kegiatan kerjasama yang telah dilakukan yaitu:

1.

a.

Kegiatan Fokus Group Discussion dalam rangka
Penyusunan Mekanisme dan Prosedur Partisipasi
Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan kerjasama antara Direktorat
Publikasi, Kerja Sama dan Pengundangan Peraturan
Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan Kementerian
Hukum dan HAM RI dengan UNDP di Hotel
Manhatian Jakaerta pada tanggal 10 Maret 2010,
Penyelenggaraan kegiatan kajian GAP Analysis
UNTOC kerjasama antara Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan dan Netherland
Legal Reform Programs (NLRP), {29 April s.d. 21
Agustus 2010).

2. Kegiatan sosialisasi RUU yang telah dilakukan yaitu:

a.

Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang
Perubahan Undang-Undangan Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Pidana Anak, di Hotel Maharani
Jakarta pada tanggal 24 Mei 2010.

Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, di Hotel Grand
Antares Medan pada tanggal 18 Juni 2010.







